
 

  

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 57 TAHUN 2017 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

TAHUN 2015-2019 

 

BUPATI  KLATEN, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, 

perlu menyusun agenda Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 

yang mencakup sasaran reformasi birokrasi, arah 

kebijakan dan strategi, serta program quick wins 

Reformasi Birokrasi;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 

2015-2019; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 



  

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 



  

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan 

Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten  Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 32); 

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 36); 

 

 



  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 

KLATEN TAHUN 2015-2019. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, 

adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan 

kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek 

penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap masyarakat. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disingkat Road-Map 

RB, adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Klaten Tahun 2015-2019. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, 

yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-2025, adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, 

yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2016-2021, adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 



  

10. Tim Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disingkat Tim RB, adalah 

wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk percepatan 

pencapaian sasaran reformasi birokrasi di daerah. 

 

Pasal 2  

(1) Road-Map RB merupakan dokumen perencanaan yang digunakan 

sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran 

reformasi birokrasi di daerah. 

(2) Sasaran Road-Map RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. birokrasi yang bersih dan akuntabel; 

b. birokrasi yang efektif dan efisien; dan  

c. birokrasi yang memiliki pelayanan berkualitas. 

 

Pasal 3 

(1) Dokumen Road-Map RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 

KLATEN 

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Klaten 

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan 

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten 

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN KLATEN  

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi 

B. Sasaran 

C. Kegiatan-kegiatan 

D. Rencana Aksi 

 BAB IV MONITORING EVALUASI 

A. Monitoring 

B. Evaluasi 

 BAB V PENUTUP 

(2) Dokumen Road-Map RB dengan sistematika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

 



  

Pasal 4 

Jangka waktu Road-Map RB selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    

 

 

Ditetapkan  di  Klaten 

    pada tanggal, 14 Desember 2017 

      
BUPATI KLATEN, 

Cap  

ttd 

  

     SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten  

pada tanggal, 14 Desember 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap  

 ttd 

JAKA SAWALDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 59 


